KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DUDUNG RUDI HENDRATNA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 59207
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.894.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.120 m2/388 m2 di KAB / KOTA
KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI , WARISAN , HIBAH
TANPA AKTA , Rp. 1.074.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 483.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 118.000.000

2. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 329.000.000

3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO LUX LUX SILVER Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 14.000.000

4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

22.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 256.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.902.482
F. HARTA LAINNYA Rp. el
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Sub Total Rp. 2.667.902.482
I1l. HUTANG Rp. 516.518.326
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.151.384.156
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUNG BUDI SETIJADJI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK : 143204
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/100 m2 di KAB / KOTA

MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 277.500.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2012,
HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

2. MOTOR, YAMAHA R15 SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 13.000.000

3. MOTOR, YAMAHA AEROX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 16.000.000

4.  MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000

5. MOTOR, YAMAHA XMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 48.000.000

6. MOTOR, YAMAHA AEROX BBP A AT/SEPEDA MOTOR Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 238.639.620
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 288.643.505
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 2.054.783.125
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1. HUTANG Rp. 158.501.353
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.896.281.772
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS SUGIARTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 114892
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 901.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/175 m2 di KAB / KOTA
JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 901.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 359.250.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 9.750.000
2. MOBIL, TOYOTA K.INNNOVA 2.46 MT Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 349.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 65.250.026

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 1.353.500.026

. HUTANG Rp. 368.461.141

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 985.038.885
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ERMA YUNI MASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK . 815358
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1.  MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

110.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.963.618
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 2.664.963.618
. HUTANG Rp. 427.945.507
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.237.018.111
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WIDIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK . 469937
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 304.600.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
98.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
5.100.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
178.000.000

4. MOTOR, YAMAHA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

23.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 182.250.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 312.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 215.000.000
Sub Total Rp. 2.164.350.000
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.164.350.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama © HERU RIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 195570
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.763.360.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 72.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , WARISAN Rp. 600.000.000

5. Tanah Seluas 3.712 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 111.360.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 173.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

3.  MOBIL, HONDA MOBILIO MPV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.747.500
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 166.351.074

F. HARTA LAINNYA Rp. ---s

Sub Total Rp. 2.161.458.574

lll. HUTANG Rp. 50.347.414

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.111.111.160
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MURTAJI
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK . 767101
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 732.000.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/54 m2 di KAB / KOTA
NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 437.000.000

3. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/50 m2 di KAB / KOTA
NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G 2.0 Tahun 2013, HASIL

SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 705.574.519

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.605.574.519

. HUTANG Rp. 90.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.515.574.519
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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